
 

 
  

 

 

 

 

 

Nomor : B-4/PM.02.02/K.ST-06/02/2026 Bungku, 06 Februari 2026 

Lampiran : 1 (Satu) lembar     

Perihal : Saran Perbaikan 

 

 

 

 

Dasar Hukum 

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota; 

2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Menjadi Undang-Undang; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata 

Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 

 

 

Yth,  Ketua KPU Kabupaten Morowali 

di – 

 Tempat 
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5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran 

data Pemilih Berkelanjutan; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data 

Pemilih Berkelanjutan. 

  

Dengan Hormat,  

Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan 

(PDPB) Triwulan I tahun 2026 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, ditemukan 

Pemilih yang tidak memenuhi syarat yang belum dikeluarkan dari daftar pemilih berkelanjutan 

(terlampir). 

 

Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu kabupaten Morowali memberikan saran 

perbaikan kepada KPU Kabupaten Morowali untuk melakukan penelitian dan pencermatan 

terhadap nama-nama berdasarkan  data autentik yang terlampir. 

 

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk ditindaklanjuti.  
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Lampiran   

Nomor : B-4/PM.02.02/K.ST-06/02/2026 

Tanggal : 06 Februari 2026 

 

 

 

No NIK NAMA ALAMAT KETERANGAN 

1 35240764019xxxxx Nur Alisha Fitri DS Sampeantaba 

Kec. Witaponda 

Pindah Domisili 

(pindah Keluar) 

2 72061246019xxxxx Krisdayanti DS Sampeantaba 

Kec. Witaponda 

Pindah Domisili 

(pindah Keluar) 

3 72011248040xxxxx Ni komang Hendrika 

Damayanti 

DS Sampeantaba 

Kec. Witaponda 

Pindah Domisili 

(pindah Keluar) 

4 73240431018xxxxx Darman Burhan DS Sampeantaba 

Kec. Witaponda 

Pindah Domisili 

(pindah Keluar) 

5 76010245089xxxxx Hartati Rustam DS Sampeantaba 

Kec. Witaponda 

Pindah Domisili 

(pindah Keluar) 

6 73220128129xxxxx Afif Mahnir DS Sampeantaba 

Kec. Witaponda 

Pindah Domisili 

(pindah Keluar) 

7 72061241037xxxxx Mujni DS Sampeantaba 

Kec. Witaponda 

Meninggal Dunia 

8 72061215125xxxxx Pirman DS Sampeantaba 

Kec. Witaponda 

Meninggal Dunia 

9 72033001016xxxxx Mohamad Basri 

Saleh 

DS Sampeantaba 

Kec. Witaponda 

Meninggal Dunia 
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